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BAB 1

PENDAHULUAN

l. latar Belakang Permasalahan

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin keten-
traman dan ketertiban dalem masyarakat. Ketentraman
pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap warga
negara untuk berbuat atau tidak berbuat apa saja dengan
aman dan tenang, sedang ketertiban pada dasarnya meru-
pakan pembataean dari kebebasan bertindak seseorang.
Pembatasan atas kebebasan bertindak merupakan penyim-
pangan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap
orang di muka bumi ini, Pembatasan atas kebebasan ter-
maksud haruslah semata-mata dalam rangka melindungi
kehidupan bersama dalam masyarakat dari ancaman tindak-
an-tindakan yang merugikan kepentingan bersama. Oleh
karena itu pembataecan atas setiap gerak gerik warga
masyarakat harus dilandasi oleh peraturan hukum yang
dirasa adil oleh masyarakat bersangkutan.

“Penahanan® yang merupakan salah satu bentuk
ancaman atas kemerdekaan seseorang maka setiap penahanan
yang akan dilakukan haruslah di satu pihak memperhatikan
kepentingan individu dal dilain pihak memperbatikan
kepentingan masyarakat. Penahanan dapat diatur sedemi-

kian rupa untuk mencapal keselarasan dan keserasian

1
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antara kedua kepentingan tersebut,

Mengingat hukum sebagai sarana pengatur dalam ma -
syarakat maka sudah sepantssnya masalah "penshenan" di -
atur sedemikian rupa egar dapat diketahui hak-hak den ke~
wajiban seseorang vang terkena tindeken penahanan, Disam-
ping itu dapat dicegah secara dini tindakan seseorang ka~
rena ketidaktahuannya, terjerumue dalam suatu tindakan
yang dapat menyebabken penahanan atas dirinya,

Sehubungan dengen hal tersebut di atas bahwa
"penahanan" yang merupakan ancaman atas kemerdekaan se -
seorang, maka setiap pejsbat yang melekukan tindsken pena-
hanan harus dilandasi den diberi bstasan. Batasan tersebut
berupa ketentuan hukum, yeng dijabarkan dalem pasal 21
ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 (L.N - Tahun 1981
Tahun 1981 Nomer 76), yang disebut Kitab Undang-Undeng
Hukum Aoara Pidana (KUHAP), menyebutken :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan di-
lakukan terhadap seseorang tersangka atau ter-
dakwa yang diduga keras melakukan tindek pida-
na berdasarkan bukti yang cukup, dalem hal
adanya kekawatiran behwa tersangka atau terdak-
wa akan melarikan diril, merusak atau menghilang-
kan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana.
Berdasarka pasal tersebut pejabat yang berwenang dalam
hal penahanan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim
oukup untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang
didakwakan., Namun untuk menjega supaya tersangka atau

terdakwa dapat dikenakan tindsken penshanan tidak
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dirugikan kepentingannya, maka kewajiban tersangka atau

terdakwa masih dihormati, yaitu diadakan kemungkinan
buat tergsangka atau terdaltwa untuk mengajukan permohonan

penangguhan penahanan atas dirinya. Hal tersebut sesual

»

dengan apa yang diaebutkan.da.la.m pasal 31 ayat 1 KUHAP :
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik
atau penuntut umum atau hakim, sesual dengan ke=-
wenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguh-
an penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau
Jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
Untuk pelaksanaan penangguhan penahanan ini diberikan
dalem kejadian-kejadian tertentu saja, harus merupakan
kekeoualian saja, dan bukan merupakan sikap umum ter-
hadap segala perkara dan tersangka atan terdekwa, yang
_berarti harus ada kategori tertentu untuk suatu perkara
atau kasus dan seorang tersangka atau terdakwa.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan
ini ialah penangguhan penshanan yeng dijaminkan dengan
uang. Di dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang
mengatur tentang penetapan besarnya uwang jaminan. Besar-
nya uang jeminan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
hal ini dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi tawar-
menawar antara pejabat yang berwenang dengen pemohon
dari penangguhean penahanan. Sedang titik berat dari dika-
bulkanya permohonan penangguhan penahenan adalah dari
sikap dan perilaku tersangka atau terdakwa, juga suatu

kenyataan bahwa tidak semua orang mempunyai uang yang

cukup untuk bisa dijadikan sebagal jaminan atas suatu
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penangguhan penahanan. Dengan kenyataan demikian tersebut
apakah masih tepat penggunaan uang sebagai jaminan untuk
suatu kebebasan sementara.? Inilah latar belakang perma-
salahan yang saya anggap ménarik untuk dibahas dari pe-
nulisan ini; .

Alasan Pemilihan Judul

“"Penahanan" adalah merupakan ancaman atas kemer-
dekaan seseorang, maka setiap penahanan yang akan dila-
kukan perlu diberi batasan. Batasan tersebut adalah ‘
berupa ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan kebebas-
an-kebebasan tertentu bagi seorang tersangka atau ter-
dakwa yang sudah terlanjur dikenakan tindakan penahanan
akibat suatu tindak pidana yeng didakwakan. Kebebasan-
kebebasan termaksud adalah berupa pemberian penangguhan

penahanan dari pejabat yang berwenang.

Melihat diadakannya penangguhan penshsnan tersebut
dimaksudkan bahwa seorang yang dikenakan upaya paksa
berupa penahanan adalah belum tentu bersalah sebelum ada
keputusan-keputusan hukum yang tetap, maka diadakan ke-
mmgkinan~-kemmgkinan bagl tersangka atau terdskwa untuk
mengajukan permohonan penahanan atas dirinya ditangguhkan.

Berdasarkan pertimbengan-pertimbengan serta perlu
tidaknya seorang tersangka atau terdakwa diberikan pe-
nangguhan penahanan, maka harus ada suatu jaminan. Jamin-

an tersebut yang penting adalah tidak akan menyulitkan
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pemeriksaan selanjutnya. Kemudian sebagai tindakan nyata
bahwa ada suatu jaminan, maka jaminan tersebut direalisir
berupa jaminan uang atau jaminan orang.

Untuk mengungkaptan.permasalahan—permasalahan
sebagal tersebut di atas maka judul yang paling tepat
menurut hemat saya adalah "Penangguhan Penahanan Dengan

Jeminen".

3. Tujuan Penulisan
Penulisan ini dimaksudkean untuk menyumbangkan

sedikit pikiran pada anggota masyarakat dan orang awam
yang berminat dalam bidang hulkum acara pidana, pada khu-
susnya mengenal masalah penahanan atau lebih khusus lagi
mengenal penangguhan penahanan. Selanjutnya juga dimak-
sudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pe-
nyelesaian studi saya di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Dengan penulisan ini saya harapkan dapat di-
pakai untuk menembah bahan bacaan bagi yang memerlukan.
Saya sadar bahwa penulisan ini jauh dari sempurna karena
keterbatasan kemampuan saya dalam membuang tenaga dan
pikiran.
h; Metodologi

Dalem penulisan ini saya mempergunskan metode
analisa diskriptip, yaitu suatu cara pendekatan masalah
dengan memberikan gambaran yang kongkrit lewat bahan bae
caan yang ada dikaitkan dengan praktek sehari-hari, yang
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kemudian dianalisa. Bahwa penangguhan penahanan diberikan
untuk kejadian-kejadian tertentu saja, harus merupakan
kekecualian saja, dan bukan sikap umum terhadap segala
perkara den tersangka atau terdakwa serta permasalahan
yang timbul daril penerapan penangguhan penahanan.

Adapun bshan-bahan yang diperoleh untuk penulisan
ini saya peroleh darli perkulishan dan dari kepustakaan,
yang ada hubunzannya dengan penulisan ini.

5. Pertenggungzjawaban Sistimatika
Untuk memudahkan pembaca memahami isi penulisan ini, maka

sebagal uraian diletakan pendahuluan pada bab pertama,
sebab isi dari pendshuluan adalah yang menjadi pokok pem-
bicaraan dalam p.enulisan ini. Adapun dalem pendahuluan
saya kemukakan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan
penulisan serta metodologl sebagai cara penyajian dan
sunber bahan-bahan yang didapat.

Sebagal langkah pertama sebelu menguraikan menge-

nai pokok permasalahan make tinjauan uwnum mengenai jamin-
an penangguhan penahanan akan saya letakan pada bab kedua.
Bab ini akan diketengahkan mengenai pengertian penahanan
sebagal sub bab satu, yang merypakan dasar dari apa yang
dijelaskan pada sub bab dua yaltu syarat penangguhan pe-
nahanan dean prosedure jaminan jaminen penshanan pada sub
bab tiga.

Bab tiga akan saya kemukeken pelaksanaan penangguh-
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an penahanan dan aturannya. Pada sub bab satu dijelaskan
penangguhan penahanan dengan jaminan berdasarkan peratur-
an pemerinteh nomer 27 tahun 1983, kemudian pada sub bab
’dua dijelasken penangguhan ﬁenahanan khusus yang d4ijemin-
kan dengan uang dan sub tié; mengenal penangguhan penahan-
an yang dijaminkan dengan orang.

Agar lebih jelas permasalahan ini akan diberikan
contoh dalum praktek tentang penangguhan penshanan. Pada
bab inil akan diuralkan keduduken suatu penangguhan pena-
hanan yang ade daleam praktek sehari-hari.

Setelah menguraiken dengan panjang lebar mengenai
penangguhan penahanan, maka pada bab lima sebagail bab

terakhir saya mencoba untuk membuat ringkesen dan saran.
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BAB 1II

PENGERTIAN PENAHANAN DAN SYARAT SERTA PROSEDURE
PENANGGUHAN PENAHANAN

A
l. Pengerti e an

Sebelun menguraikan penangguhan penaheanen seper-
t1i dimaksudkan dalam penulisan ini maka terlebih dahu-
lu akan saya uraikan pengextian penshanan. Penahanan
menurut masyaraskat pada umumnya, yaitu merupakan se -
suatu yang menakutkan sebab istilah tersebut menyangkut
kebebasan dari masyarakat, yang oleh karena sesuatu
sebab kemerdekaannya harus dirampas. Seperti apa yang
dikatakan oleh Van Bemmelen bahwa,

"Penahanan adalah sebagai satu pedang yang memeng-
gal kedua beleh pihak, karena tindekan yang beng-
is itu dapat dikenakan kepada orang-orang vang

belum menerima keputusan dari hakim, jadi mung-
kin juga kepada orang-orang yang tidak bersalsh?

1
Pernyataan tersebut di atas mempunyai pengertian bahwa
orang yeng didaekwa karena perbuatannya den dikenakan
tindakan penahanan, maka orang tersebut wajib diang -
gap tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang
tetap. Jadi ada dua alternatip sebelum ada keputusan

hukun yang tetap, yaitu bersaleah dan tidak.,

1Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan kemung-
kipan Yeng Ada delem KUHAF, Alumni, Bandung, 1982, h. 1%
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9
Sehingga dalam mempergunakan lembaga periahanan orang

harus selalu teringat pesan almarhum Profesor

Moel jatno, yang mengataken bzhwa,
Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam memper-
gunakannya, dan perlu di dalam peraturan mengada~-
kan jaminan-jaminan agar supaya kepedihan (Leed)
dapat dibataskan kepada yang sangat diperlukan
sa ja., Hanya dengan jalan deeikian lembaga ini da-
pat dipertanggung jawabkan.

Pengertian penahanan menwrut Undang-imdang no-
mer 8 Tahun 1981, L.N. - Tahumn 1981 Nomer 76 (KUHAP),
disebutkan dalam BAB I tentang ketentuan umum pasal 1
ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut : “"Penahanan
adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur oleh undang-undang :I.ni".3
Apabila melihat rumusan dari pasal tersebut di atas
terdapat suatu perbedaan mengenai pengertian penahanan
yang terdapat dalam HIR. Kalau melihat HIR yang telah
cukup lama "ber jasa® sebagal pegangan para pengabdi
hukum untuk hukum acara pidana, maka tidak akan dijum-

pal ketentuan yang memberi batasan terhadap pengertian

penahanan tersebut.

R —— -

2Moel;jatno, Pimpinan Pemeriksaan Permulaan dalam

Perkara Pidana yang menaadi kekuasaan Pengadilan Negeri
dan Penahanan Sementara”, Majalah Hukum, No.2 1952, h.9.

‘3KUHAP dengan venjelasannya, Usaha Nasional, Sura-
baya, 1962, h.13.
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HIR mengenal dua macam penahanan, yaitu penahanan de-
ngan surat perintah dan penahanan tanpa aurat perintah
(1ihat pasal 59 HIR).
Dengan adanya penahanan tanpa memakai surat perintah
tersebut, lama kelamaan prakteknya sering merugikan
rihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya.
Pengalaman-pengalaman tersebut kiranya menjadi guru
yang baik sehingga dalam hukum acara pidana yang baru
secara tegas ditentukan bahwa penahanan herus memakai
suwrat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan
yang di dalamnya berisi : indentitas tersangka atau ter-
dakwa, alasan penahanan, waian singkat ke jahatannya
dan tempat ia ditahan. Kemudian tembusan surat perintah
penahanan atau surat penetapan penahanan tersebut dibe-
rikan juga kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Dengan adanya batasan-batasan yang diberikan
oleh Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981
Nomer 76 (KUHAP) tersebut, ini berarti merupakan suatu
kema juan yang cukup menggembirakan di dalam lembaga pe-
nahanan serta lehih ter jamin kepastian hukumya.

2, Syarat Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar supaya orang yang didakwa
melakukan suatu tindak pidana di mana ia dapat dikena-
kan penahanan tidak dirugikan kepentingannya, maka di
adakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk
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11
menga jukan permohonan agar penahanan atas dirinya di-
pertangguhkan, Permohonan tersebut ditujukan kepada
instansl yang mengeluarkan surat perintah penahanan
atas dirinya, dalam hal Jini adalah penyidik (POIRI)
apabila di tingkat penyidiken, penuntut umum (Kejaksa-
an) apabila di tingkat penuntutan dan hakim (Pengadil-
an Negri) apabila di tingkat pengadilan. Permohonan
penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa ha-
rus memuat alasan-alasan yang dapat mendukung untuk
dikabulkannya. Syarat lain apabila tersangka atau ter-
dakwa diberi penangguhan penahanan harus her janji bahwa
tidak akan menyulitkan peker jaan instansl yang memberi
penangguhan penahanan jika kemudian dicabut penangguhan
penahanan atas dirinya, serta tiap hari atau beberapa
hari sekali tersangka atau terdakwa harus menghadap
kepada instansi yang memberi penangguhan penahanan
atau syarat yang lain misalnya tersangka atau terdakwa
tidak diperbolehkan keluar rumeh atau kota.

Penangguhan penahanan bisa diberikan kepada ter-
sangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan uang
atau Jaminan orang seperti disebutkan dalam Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76
(KUHAP), pasal 31 ayat 1, yaitu

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik

atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewe-
nangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan
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penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atauujamin—
an orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Ketemtuan tersebut di atas menunjukan bahwa yang menga-

Jukan permohonan penangguhan penahanan tersebut adalah

tersangka atau terdakwa sendiri, dengan atau tanpa mem-

berl jaminan uang atau jaminan orang. Dalam kenyataannya

gering kita jumpai, para penjamin adalah istri atau sua-

mi atau juga keluarga dari tersangka atau terdakwa sen-

diri yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan berulang

kali, nanun dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut

adalah sepenuhnya diserahkan kepada kebi jaksanaan dar?

pejabat yeng berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan,

dengan segala pertimbangannya. Antara lain apakah :

- ada jeaminan yang bersangkutan tidak akan melarikan
diri ?

- ada jaminan yang bersangkutan tidak merusak atau meng-
hilangkan barang bukti ?

- ada jaminan yang bersangkutan tidak mengulangi ataun
melakukan perbuatan pidana ?

- ada jaminan yang bersangkutan tidak akan mempersulit
jalannya pemeriksaan penyidikan, penuntutan dam peme-

riksaan di depan sidang pengadilam ?

I}Ibido ? hc 39. o ;—---.-‘"
l wiLIk N

PERPLaTAR AAD .
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3. Prosedure Penangguhan Penahanan

Mengenai penangguhan penahanan ini banyak tersang-
ka atau terdakwa yang tidak mengetahul prosedurenya, lebih-
leblh tersangka atau terdakwa yang tidak mempergunakan
pembela.Apabila ada permohonan penangguhan penshanan yang
dikabulkan, maka prosedure pelaksenaannya ditetapkan dalam
Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomer M. 1k
PW. 07; 03 Taehun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksa-
naan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai pelaksanaan penangguhan penshanan dengan
Jeminan, maka uang jaminen yang telah ditetapkan disetor-
kan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnva atau
keluarganya ke panitera pengedilan, dengan formulir penye-
toran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
tingkat pemeriksaan.

Bukti setoran dibuat rengkap tiga, sehelai sebagai
arsip panitera, sehelal dibawa oleh yang menyetorkan untuk
digunekan sebagai alat bukti bahwa telah meleksanskan isi
perjanjian dan yang sehelail lagli dikirimken oleh panitera
kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak
dititipkan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai
alat kontrol.

Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diper-
lihatken oleh keluarga atau kuasenya, atau berdasarkan
tanda buktl penyetorn uang jeminan yang diterima oleh pa-

nitera pengedilan, atau surat jeminan dari penjamin dalam
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hal jaminannya adalah orang, ,maka pejabat yang berwenang
sesual dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat pe-
rintah atau penetapan penangguhan penahanan.

Apablla berkas perkara dari penyidik telah diserah~
ken kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat
bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersancka
atau terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan,
maka sebelum penyidik mengeluarkan surat perintah peng-
hentian penangguhan penahanan, meka dikonsultasikan dahu-
lu dencan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan ke-
lanjutan d1 tingkat penuntuten. Demikian pula halnya
apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpah-
kan kepada pengadilan, sedangkan tersangka atau terdakwa
mesih dalam status penangguhan penshanan, maka penuntut
umum daleam surat pelimpshannya minta kepada ketua peng-
adilan negri agar penangguhan penaheanan tetap dilanjutken.
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BAB III

PETAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN
DAN AT URANNYA

1. Penangguhan Penahanan Dengan'Jaminan Berdasarkan Per-

aturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983

Iembaga penangguhan penahanan sebenarnya sudah
dikenal sejak berlakunya HIR, tetapi dalam praktek
sampai lahirnya KUHAP sekarang nampak Jarang sekali
dipakai oleh para teraangka atau terdakwa. Hal ini di-
sebabkan sifatnya yang harus selektip terhadap suatu
perkara, dan persyaratannya cukup berat serta prose-
dure yang rumit.

Ketentuan diadakannya lembaga penangguhan pena-~
hanan diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981,
L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), pasal 31 yang ter-
diri dari dua ayat antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa,
penyidik atau penuntut umum atau hakim

sesuai dengan kewenangannya masing-masing,

dapat mengadakan penangguhan penahanan

dengan atau tanpa Jjaminan uang atau jaminan
orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

2, Karena jabatannya penyidik atau penuntut
unun atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut
penangguhan penahanan dalam hal tersangka
terdakwa melanggar s agat sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1).

51bid., he 39 - 40
15
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Penangguhan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang
berwenang, jika tersangka atau terdakwa menyanggupli akan
memenuhi segala syarat penangguhean penahanan tersebut
dengan memberikan tanggungan ataupun tidak. Syarat ter -
sebut haruslah mengandung suatu kriteria yaitu, bahwa
tersangka atan terdakwa tidak aken menjauhkan diri dari
pada hal menjalankan perintah penahanan, bila penangguh-
an penahanan terhadap dirnya dicabut. Juga bahwa tersang-
ka atau terdakwa tidak akan menjauhkan dirinya daripeda
hal menjalankan pidana, jika ia dipidana dencan pidana
renhentian kemerdekaan yang bukan pengzanti pidana lain.
Kedua hal tersebut berarti tersangka atan terdakwa vang
. akan diberikan penangguhan penbhenan harus berjanji tidak
akan menyulitkan pejabat yang berwenang dari instasi yang
memberikan penangguhan penahanasn untuk memasukan lagil
tersangka atau terdakwa dalam .tahanan, jika kemudian
diperintahkan.

Selain kriteria tersebut, pejabat yang berwenang
dapat mengadakan tindakan: yang lain, misalnya bahwa
tersangke atau terdakwa tidak diperbolohkah keluar rumah
atau keluar kota, serta tersangka atau terdakwa diharus-
kan menghadap kepada pe jabat yang membexrikan penangguhan
penahanan tiap-tiap hari atau beberapa hari sekali. Untuk
menjanin agar supaya tersangka atau terdakwa memenuhi
persyaratan dalam kriteria tersebut, maka diperlukan

suatu jaminan. Jaminan tersebut berupa,
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- Suatu pembayaran seketika oleh tersangka atau texdakwa
atau orang lain, berupa sejumlah unang yang telah disepe~
kati bersama dalam perjanjian;

- Suatu perjanjian dari orang ketiga yang bertindak seba-
gal penjamin, untuk menjamin terlaksananya syarat-sya -
rat yang ditetapkan;

Oleh karena penangguhan penahanan merupakan suatu
kemurahan atgu kebi jaksanaan darl pejabat yang berwenang,
maka sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tersangka atau
terdakwa tidak mematuhi persyatan yang telah ditetapkaﬁ.
Apabila sesudah pencabutan penangguhan penahanan tersebut
tersangka atau terdakwa menjauhkan diri dari keharusan
menjalankan penahanan, maka di dalam putusan pembatalan
penangguhan penahanan ditentukan, bahwa jaminan uang
yang diberikan menjadi milik negara. Jika jaminan itu
terdiri atas kesanggupan membayar dari orang ketiga yang
bertindak sebagal penjamin, meka pihak penjamin diharus-
kan membayar dan bila perlu dengan tindakan penyitaan.,

~ Penangguhan penahanan dapat dimintakan pada per -
kara-perkara yang tidak meresahkan umum atau masyarakat,
gerta yang tidak sedang menjadi toplk dan sorotan masya -
rakat. Hal ini untuk menjaga ekges-ekees yang timbul
terhadap kewibawaan dari aparat-aparat hukum. Yang paling

renting ialah bahwa penangguhan penahanan tidak dapat di-

mintakan pada perkara-perkara yvang ancaman pidananya 5

(1ima) tahun atau lebih, karena pada jumlah ancaman
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pidana tersebut, tersangka atau terdakwe tentu akan meng-
alani beban mental, dan ini apabila diberikan penangguhan
renahanan maka cenderung akan menyulitkan pemeriksaan
selanjutnya bahkan jugza cenderung akan melarikan diri.

Pada pasal yang telah disebut 41 muka adalah meru-
pakan pokok tentang adanya penangguhan penahanan, dan
untuk pelaksanaan dari peraturan pokok tersebut maka di -

. buat peraturan pelaksanaan yang memuat persyaratan untuk

suatu penangguhan penahanan veng telah disetujui; Supaya
dapat dipakal sebagai pegangan normatip, maka persyaratan
tersebut adalah merupakan persyaratan yeng obyektip dan
kemudian dituengkan dalam peraturan perundangan. Untuk
itulsh maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Hepublik
Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Aoara Pidana.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomer : 8 Tahun
1981, L.XN - fahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), pasal 31 tentang
penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 35 dan
pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut @

Pasal 35 :
1. Uang jaminan penangguhan penshanan yang di-
tetapkan oleh pejabat yang berwenang sesual

dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di ke-
paniteraan pengadilan negri.

2. Apabila tersangka atan terdakwa melerikan
diri dan setelah lewat waktu 3 (tigza) bulan
tidak diketemukan, uang jaminan tersebut
menjadi milik negara dan disetor ke Xas Nagara.

Pasal 36 :
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1. Dalam hal jaminan itu adalah orang dan
tersangka atan terdakwa melarikan diri
maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
tidak diketemukan, penjamin diwajibkan
membayar uang yang jumlahnya telah dite-
tapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
denagan tingkat pemeriksaan.

2. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus
disetor ke Kas Nergara melalul panitera p
pengadilan negri.

3. Apabila penjamin tidak dapat membayar se-

jumlah uwang yeng dimaksud ayat (1) juru

gita menyita barang-barang miliknya untuk

dijual lelang dan hasilnya disetor ke Xas,

Nezara melalul panitera pengadilan negri.6
Apabila diperhatikan kedua pasal tersebut sama sekali
tidak menyebutkan besar kecilnya uang jaminan, seperti
misalnya penentuan besar kecilnya ganti rugi dalam praper-
adilan. Hemat saya ini bukan berarti tidak adanya ketentuan
yang mengatur tentang penentuan besar kecilnya uang jamin-
an. Junlah uang jaminan dimintakan oleh pemohon ketika
mengajukan penangguhan penashanan, yang kemudian berdasar-
kan pertimbangan-pertimbangan pejabat yang berwenang baru
menetapkan. Pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah
uang jaminan tersebut antara lain dengan melihat kehidup-
an dan kemampuan dari si pemohon.

Penentuan jumlah besar kecilnya uang jaminan bila
dituangkan dalam perundang-undangan, hal ini sangatlah
tidak efektip. Sebab akan menimbulkan penilaian yang ne -

gatip oleh masyarakat, vaitu denran diund angkanya penen -

tuan jumlah uang jaminan justru akan menimbullkan perbeda-

. Y . r—

1983, h. 12.
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an orang di muka hukum. Dengan kenyataan tersebut maka
akan terclpta suatu pandangan bahwa yang kaya dengan mu-
dah menggunakan lembaga ini‘dan yang miskin sebaliknya.
Setelah melihat semua tersebut di atas, maka pem-
berian penangguhan penahanan haruslah memenuhi semuwa kri=-
teria yang telah disebutkan. Bila kriteria yang telah di-
pertimbangkan menunjukan penilaian yang negatip, maka
segala bentuk permohonan penangguhan pénahanan harus di-
abaikan. Karena penangguhan penahanan adalah suatu kému-
rahan atau kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang, da-
lam pemberiannya tentulah.Sangat gselektip serta tidak
akan mau mengambil resiko: sebagai misal terdakwa atau
tersangka:pelarikan diri, merusak dan menghilanskan ba-

rang bukti.

Hal-hal tersebut di atas apabila terdakwa atau tersangka
yang dinilai mempunyai kriteria negatip dan permohonannya
dikabulkan oleh pejabat yang berwenang, maka berarti mem-
beri peluang bagi terdakwa atan tersangka uniuk melakukan
tindakan-tindakan melarikan diri, merusak dan menghilsng-
kan barang bukti.

Dengan dilkabulkannya permohonan penangguhan pena-
hanan yang demikian rupa, maka akan semakin menyulitkan pe-
meriksaan selapjutnya dan menjauhkan arti serta tujuan da~

ri lembaga ini.
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2. Penangguhan Penahanan Khusus Yang Dijaminkan Gengan
Dang

Bila ada permohonan penangguhan penahanan dengan
jaminan uang yang dikabulkan maka diadakan perjanjian
antara pe jabat yang berwenang dari instansi yang bersang-
kutan dengan tersangke atau terdakwa atau penasehat
hukumnya beserta syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut
edalah berupa sejumlah uang yeng besarnya telah disepakati
bersama pada waktu mengadakan perjanjian antara pejabat
yang berwenang dengen pemohon penangguhan penahanan.
Dalem hal pemohon penangguhan penahanean tidak memenuhi
perayaratan yang telah ditetapkan maka instamsi yang
memberiken penangguhan penahanan dengan jaminan ueng
tersebut dapat mencabut penangguhan penahanean,

Dalam Peraturen Pemerintah Republik Indonesia
Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa :
"Jang jeminan penengguhan penahanan yang ditetapkam oleh
pejabat yeng berwenang sesuai tingkat pemeriksasan, disim-
pem di kepaniteraan pengadilen negri".7
Ketentuan tersebut diatas sama sekali tidak menentukean
besarnya uang yang pasti dan memang tidak ada undang-
undang yeng menentuken besarnya uang jaminan penangguhan

penahanan.

71Tvid.
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Besarnya uang jaminan penangguhan penahanan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkut-
an, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi
tawarsmenawar. Akibatnya bagl orang yang awam terhadap
hukum, seolah-0lah ada kesan terjadi bisnis dengan obyek
suatu kebebasan sementara. Selain dari pada itu, suatu

kenyatasn bahwa tidek semua orang memiliki uweng yang cukup
untuk bisa dijadiken sebagal jaminan atas suatu penangguh-
an penshanan, sehingga bagi orang yang awam terhadap hukum
sekali lagi berpikiren bahwa terdapat ketidaksamaan orang
terhadap huium.

Memang dalem menetapkan ueng jaminan penangguhan

. penahanan, pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan
kehidupan den kemampuan dari tersangka atau terdakwa.
Tetapi perlu diketahui bahwa Segala yang berhubungan deng-
an uang dalam dunia peradilen sering menimbulkan penilaian
yang negatip.

Dengan kenyataan geng demikian ini, apakah masih
tepat.penggunaan uang untuk suatu Jaminen khususnya untuk
dunia peradilan. Hemat saya sebaiknya se]auh mungkin di-
hindarkan. Karena bila melihat pasal 31 ayat 1 Undang -
Undeng Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76
(KUHAP), bahwa penangguhen penahanen dapat diadakan dengan
atau tanpa jeminan uang atau jaminan orang. Kemudian di-
kaitkan dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam
pemberian penangguhan penahanan, yaitu yang dititikberat-
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kan pada sikep dan perilaku dari tersangka atau terdakwa.
Maka disini dapat terlihat bahwa jaminan uang untuk
penangguhan penshanan hanyalah euatu alternatip. Andaikata
penangguhan penahanan diadakan dengan memerlukan jaminan,
lebih efektip jika jaminannya adalah orang, sebab orang
yang bertindak sebagal penjemin akan mengawasi dan menja-
ga tersangka atau terdakwa darl syarat yang telsh ditetap-
kan.

Terlepas dari masalah efektip atau tidaknya diguna-
nakannya uang sehagal jaminan penangguhan penahanan, yang
jelas undang-undang telah menentukan bahwa penangguhan
penghanan bisa dijaminkan dengan uang.Berkaitan dengan
hal tersebut di atas, kalaupun penanesguhan penahanan me-
merlukan jaminan uang hendsknya uang jaminan tidaklsh se-
besar apa yang dinilai masyarakat. Hal tersebut juga sesu-
ai dengan pasal 4 ayat 2 Uhdang-Uhdéng Nomer : 14 Tahun
1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim-
an, yang berbunyl sebagal berikut :

“Peradilan dilakukan dengan séderhana, cepat dan
biaya ringan".8
Bila memperhatikan pernyataan di atas, bahwa peradilan
di negara kita dilakukan dengan biaya serendah mungkin,
sehingga dapat terpikul bagl para pencari kebenaresn dan
ksadilaﬁ.

-« -y

: 68R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1983,
h.169.
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Penangguhen Penahanan Khusus Yang Di jeminkan Dengan
Orang

Disamping penangguhan penshenan yeng dijaminkan
dengan uang, juga bisa dijaminkan dengan orang. Yaitu
perjanjian dari orang ketiga untuk menjain terlaksana-
syarat-gyarat yang ditetapkan oleh instansi yang membe=-
rikan penangguhan penahanan. Untuk menjemin kepastian
dari penangguhan penahanan yang dijaminken densan orang
maka identitas dari orang ketiga yang bertindak seba-~
gal penjamin tersebut harus secara jelas dicantumkan
dalam perjanjian.

Penangguhan penshanan dencan jaminan orang ini
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Repu -
blik Indonesia Nomer : 27 Tahun 1983, pasal 36 yang
menyebutken sebagai berikut :

Pasal 36 :

1. Dalem hal jaminan itu adalah orang dan A
tersangka atau terdakwa melarikan diri i
maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
tidak diketemukan, penjamin diwajibkan
membayar uang yang jumlahnya telah ditetap
kan oleh pejabat yang berwenang sesuai
tingkat pemeriksaan.

2. Uang yang dimaksud daleam ayat (1) harus
disetor ke Kas Negara melalui panitera
pengadilan negeri.

3. Apabila penjamin tidak dapat membayar
gsejumlah uang yang dimaksud dalam ayat (1)
juru sita menyita barang miliimya untuk
dijual lelang dan hasilnya disetor ke
Kas Negara melalui panitera penmadilan
negri.

———re———e e e o

MILIK
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JPeraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia, loc.cit.,
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Dalam pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 secara jelas disebutkan
penangguhan penahanan yang dijeminkan dengan orang, pasal
tersebut juga menentukan bila tersangka atau terdakwa di-
nyatakan melarikan diri.

Tersangka atau terdakwa yang diberikan penangguhan
penahenan dengan jaminan orang, apabila dinyatakan mela-
rikan diri maka orang ketiga yang bertindak sebagai pen-
Jamin diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditg -
tapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemerik-
Saan, pada waktu mengrima permohonan penangguhan penahanan
dengan jaminan orang. Selanjutnya instansi yanz bersang -
kutan dapat meminta kepada ketua pengadilan negri umtulk
meneﬁapkan bahwa uang jaminan tersebut menjadi milik ne -
gara. Kemudian apabila penjemin tidak dapat membayar se-
jumlah uang yang telah ditetapkan, maka diperlukan pene-
tapan pengadilan untuk melakukan tindakan penyitaan ter-
hadap barang-barang milik penjamin tersebut menurut hukum
acara perdata. Selanjutnya barang sitasn tersebut untuk
dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut adalah
merupakan sejumlsh uang yang telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang, dan disetor ke Kas Negara sebagai pemba -
yaran dari penjamin.

Melihat pernyataan di atas, apabila ditelaah lebih
lanjut maka padg akhirnya tetap kembali pada uang yang
menjadi pokoknya. Dengan kenyataan yang demikian ini,
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baik penangguhan penahanan yang dijaminkan dengan uang
maupun penangguhan penahanan yang dijaminkan dengan
orang pada kenyataannya memang pertimbangan-pertimbang-
.an harus ditikberatkan pada sikap dan perilaku dari ter-
dakwa, serta kasus yang mendasari. Kasus tersebut adalah
kasus atau perkara yang sekiranya tidak mengancam kewibg—
waan pemerintah, seperti misalnya kasus subversi, korup-
8i, manipulasi dan lain sebagainya. Juga terhadap kasus
yang tidak merendahkan kewibawaan aparat hukum, dalam
hal ini misalnya kasus perampokan, pencdongan dan lain -
iain aebagainy;. Sebab terhadap kasus-kasus tersebut ke-
semuanya tidak terlepas dari kaitannya dengan masalah
uang.

Melihat pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 tersebut yang
pada akhirnya adalah kembali pada masalah uang, maka
dalam pemberian penangguhan penshanan pe jabat yang ber-
wenang haruslah selektip mungkin. Hal ini dimaksudkan
agar tersangka atasu terdakwa yang beruang banyak tidak
begitu saja mempermainkan lembaga ini, dan yang lebih
pokok lagi adalah guna pemeriksaan selanjutnya.
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BAB IV

CONTOH DALAM PRAKTEK TENTANG
PENANGGUHAN PENAHANAN

1. Kasus Posisi dan Dasar Pertimbangan

SKRIPSI

Kasus yang akan sava ajukan sebagal oontoh di-
bawah ini adalah merupakan salah satu kasus tentang
penangguhan penahanan yang terjadi setelah berlakunya
Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981, L.N - Tahun 1§81
Nomer 76 (RUHAP). Xasus tersebut adalah "Kasus Gepeng"
dalam pemilikan senjata apil dengan secara tidak sah.
Setelah melihat permasalahan yang ada dalam kasus ter-
gebut paka saya anggap tepat untuk melengkapi penulis-
an ini.

Kasus tersebut menunjukan bagaimana atau seja -
uh mana penangguhan penahanan dipakai dalam praktek.
Untuk lebih jelasnva akan saya uraikan secara singkat
mengenal posisi kasus dan dasar pertimbangan majelis
hakim dalam mengabultan permohonan penangguhan pena =
hanan darl tersangka atan terdakwa. Pada bulan juni
1983, sopir Aris Fredy alias Gepeng yang bernama
Dadang Suglyatno ditangkap polisi ketika sedang main
biliyard 41 komplek Srimulat Balekembang, Solo., Di-
pinggang Dadang Sugliyatno ditemukan sepucuk pistol
Jenis F.N. Ternyata senjata tersebut milik Aris Fredy

27
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alias Gepeng, yang diakuinya dibeli dari seorang maha -
siswa Akademi Perhotelan Jakarta, bernama Syahrial;

Tidak ada pilihen lain lagi bagi Dadang Sugiyatno dan

Aris Fredy alias Gepeng maka berurusan dengan polisi,
Dadang Sugiyatno yang menjadi saksi dalam persidangan me-
ngatakan inisiatip pembeliFn seniata tersebut dari Aris
Predy alias Gepeng sendiri, Menurut Dadang Suglvatno, ia
menyatakan surat-surat tersebut kepada Aris Fredy alias
Gepeng. Tapl Aris Fredy alias Gepeng hanya menjawab bahwa
ia akan mengurus melalul seorang teman, anggota Bakin,
Selanjutnya atas pertanyaan hakim, Aris Predy alias Gepang
baru tahu kalau menyimpan pistol tersebut harus memakai
surat yang sah. Dalam kesaksjiannya, Dadang Sugiyatno mem-
bantah keras bahwa senjata tersebut dimaksudkan untuk ber-
buat kejahatan. Pistol tersebut menurut Dadang Sugiyatno,
semata-mata digunakan untuk mengawal Aris Fredy alias Ge =~
peng jika mengadakan pertunjukan. Aris Fredy alias Gepeng
mengaku bahwa ia tidak bisa menggunakan pistol tersedbut,
ia hanya diminta untuk membeli senjata tersebut oleh Syah-
rial. "Karena diminta uptuk membell, maka saya mau" kata
Aris Fredy alias Gepeng. Ia juga tidak pernah mengusut
dari mana Syahrial mendapatkan dagangannva, yang jelas ia
membell senjata tersebut denran harga ®. 250.000,00 (Dua
ratus lima pulubh ribu rupiah). Setelah pistol tersebut

di tangan Aris Fredy alias Gepeng, Syahrial diingatkan
oleh Aris Predy alias Gepeng agar tidak membocorkan jual-
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bell tersebut kepada orang lain. Kesaksian dari Syshrial
tersebut dibantah oleh Aris Fredy alias Gepeng. "Pak,
bukan saya yang menoari senjata. Dia yang menawari dan
dia pula yang menyuruh saya agar tidak membocorkan kepa -
da slapa saja", kata Aris FPredy alias Gepeng dengan nada
tinggi. Dalam persidanszan Aris Fredy alias Tepeng dituduh
oleh jaksa penuntut wnum densan tuduhan, menyimpan senja-
ta apl tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dan di-
tuntut dengan hukuman 10 bulan penjara. Pada sidang perta-
manya majelis hakim telah mengabulkan permohonan penang =
guhan penahanan Aris Fredy alias Gepeng yang dimintakan
oleh pembelanya. Untuk semuanya itu yang bertindak sebagai
penjamin adalah Teguh, pimpinan Srimulat. Kemudian sebagai
uang jaminannya ditetapkan sebesar R.5.000.000,00 (Iima
juta rupish). '

Dasar pertimbangan darl majelis hakim dalam membe-
rikan penangguhan penahanan kepada Aris Fredy alias Gepeng
didasarkan pada penilaian, bahwa Aris Fredy alias Gepeng
dalem persidangan terbukti jujur, berpendidikan rendah
gerta tidak pernah menggunakan senjata api tersebut. Se -
lain pertimbangan-pertimbangan tersebut yang digunakan
oleh majelis hakim, Juga adanya yang bertanggung jawab
atas terlaksananya persyaratan yang ditetapkan, dalam hal
ini adalah Teguh (Pimpinan Srimulat),
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari ma-
Jelis hakim tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa permohonan penangguhan penahanan dari Aris Fredy
alias Gepeng dapat dikabulkan. Sebab dari pertimbangan-
pertimbangan tersebut terlihat ada suatu jaminan bahwa
Aris Fredy alias Gepeng tidak akan melarikan diri,ada
Jaminan bahwa Aris Fredy alias Gepeng tidak merusak
atau menghilangkan barang bukti, ada jaminan bahwa
Aris Fredy alias Gepeng tidak akan mengulangi perbuat-
an pidana serta ada jaminan bahwa Aris Fredy alias
Gepeng tidak akan mempersulit jalannya persidangan
selanjutnya. Kemudian sebagai faktor yang sangat pen-
ting dalam pertimbangan majelis hakim adalah bahwa
Aris Fredy alias Gepeng orangnya terkenal, yaitu seba-
gal pelawak dari kelompok Srimulat dan telah dikenal
oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dimungkin-
kan tidak akan menghindari atau memungkiri semua per-
syaratan yang telah ditetapkan. Valam akhir sidang
pertamenya, setedah mengabulkan permohonan penangguhan
penahanan dari Aris Fredy alias Gepeng majelis hakim
sependapat dengan perumpamaan Jaksa, bahwa Aris Fredy
alias Gepeng tak ubahnya "Petruk Jadi Ratu" dimaksudkan
sebagal orang kecil yang bertindak macam-macam karena

tiba-tiba mendapat kekuasaan dan kekayaan.10

1%7empo, No.25 Th.XITI, Agustus 1983, h.54% dan
Tempo, No.30 Th.XIII 1983, h.60 - 61.
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2, Analisa

Kasus di atas merupakan contoh yang tepat untuk
permasalahan dalam penulisan ini, Fakta yang didapat
dari diri tersangka atau terdakwa serta kenyataan yang
ada, ternyata dapat mendukung dikabulkannya permohonan
penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa.
Yalam kasus di atas terlihat suatu penangguhan penahan-
an yang dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan
yang dititikberatkan pada baik-buruknya perilaku ter-
sangka atau terdakwa, Hal ini disebabkan karena yang
men jadi prioritas pertimbangan perlu atau tidaknya ter-
sangke atau terdakwa diberikan penangguhan penahanan
adalah pada faktor sikap dan perilaku tersangka atau
terdakwa, Apabila pertimbangan pada faktor ini memberi
penilaian yang positip, maka penangguhan penahanan di-
mungkinkan akan dikabulkean. Sebaliknya apabila faktor
tersebut memberikan penilaian yang negatip, maka segala
bentuk jaminan baik berupa jaminaﬁ orang maupun berupa
Jaminan uang haruslah dikesampingkan. Demikian pula
dengan pertimbangan faktor yang sama, suatu penangguh-
an penahanan yang telah diberiken kepada tersangka atau
terdakwa dapat dicabut kembali sewaktu-waktu.

Dengan dikabulkannya permohonan penangguhan pe-
nahanan dari tersangka atau terdakwa dalam kasus diatas, -

maka bisa dikatakan bahwa majelis hakim telah mewujudkan
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asas praduga tak bersalah. Yaitu suatu asas hukum yang
memberlakukan bahwa setiap orang disangka, didakwa, di-
tahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang peng-
adilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya pu=-
tusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memper-
oleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pengaturan hak-hak
tersangka atau terdakwa, majelis hakim juza menggunakan
pendekatan yang dianut oleh Undang-Undang Nomer : 8 Tahun
1981, L.N Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), yaitu asas keseim-
bangan, keselarasan dan keserasian, dimana di satu pihak
memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dan untuk
mewujudkan hak tersebut undang-undang menentukan dengan
ﬁemberikan kewajiban dalam pemenuhannya. Sebab apabila
hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak hanya di-
satu pihak saja tanpa adanya kewajiban dari pihak lain,
maka hak tersebut hanya merupakan ide saja.

Melihat uang jaminan yang ditetapkan dalam kasus
penangguhan penahanan di atas, mungkin bagl masyarakat
dinilail besar sekali, Memang dalam undang-undang tidak
disebutkan tentang penetapan besar keoilnya jumlah uang
Jaminan penangguhan penahanan, Dalam menetapkan uang ja-
minan penangguhan penahanan, pejabhat yang bherwenang akan
mempertimbangkan kehidupan dan kemempuan dari tersangka
atau terdakwa atau juga penjaminnya. Kemudien apabila
dikaitken dengan pasal 31 ayat 1 Tndang-Undang Nomer : 8

Tehun 1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), bahwa

MK 1,
¢ PFRs. -1+t MAN ‘
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penangguhan penshanan dapat diadakan dengen atau tanpa
Jaminan uvang atau jeminan orang. Kemudisn apabila dika-
itkan dengan faktor-faektor yang dipertimbangken dalem

- pemberian penangguhan penahanan, yaitu yang dititikbve -
ratkan pada sikap dan perilaku dari tersangka ataun ter-
dakwa serta harus memenuhi kriteria yang dimaksudkan.
Maka dapat disimpulkan bahwa uang jaminan hanyaleh seba-
gal alternatip. Bila hal tersebut di atas dikaitkan deng-
an kasus yang saya ajukan, terlihat alternatip tersebut
besar sekall jumlahnya., Menurut hemat saya bahwa hal ini
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atas kata sepakat.
Jadl dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya pejabat
yang berwenang sudah menilal kehidupan dan kemampuan eko-
mi dari tersangka atau terdakwa serta penjaminnya., Kemu-
dien apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Un-
dang Nomer : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut ¢

"Peradilen dilekukan dengan sederhana,cepat dan

biaya ringan".ll
Bila memperhatikan pernyatasn di atas, bahwa peradilan
di negara kita dilakukan dengan biaya serendah mungkin
sehingga dapat terpikul bagi para pencari kebenarsn dan
keadilan. Hal tersebut bila dikaitkan dengan dengan jum-
leh uang jaminan yang ditetapkan dalam kasus di muka,

11R.'Soeeilo, Hukum Acars Pidana, Politeia, 3ogor
1982, h. 169.
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terlihat uang jaminan penangguhan penahanan yang begitu
besar. Walaupun uang jaminan tersebut bisa dipenuhi

oleh tersangka atau terdekwa ataupun orang ketiga seba~
gal penjaminnya, tetapi apakah tersangka atan terdakwa
atau orang ketiga sebagal penjaminnya, dalam hal ini
adalah Aris Predy dan Teguh tidak diberi kesempatan me-
nangegung dengan biaya yang lebih murah,., Selain dari pa-
da itu, suatu kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki
uang yeng cukup untuk dijadikan sebagal jaminan ataé su-
atu penangguhan penahanan. Sehingga bagl orang yang awam
terhadap hukum akan berpikiran bahwa terdapat ketidaksa-
maan orang terhadap hukum.

Di muka telesh saya katakan bahwa uang jaminan
penangguhan penahsnan adalah sebagai alternatip. Andai-
kata penangguhan penahenan diadakan dengan memerlukan
jaminan, maka lebih efektip kalau jaminannya adalah or-
ang, sebab orang yang menjamin akan lebih bertanggung
jawab yaitu dengan menjaga dan mengawasi tersangka dari

syarat yang telah ditetapkan.
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BAB V

PENUTUP

1. Ringkasan

SKRIPSI

Setelah membahas penangguhan penahanan dengan
Jaminan, selanjutnya secara singkat saya berusaha me-
ringkas wrajian-uraian bab terdahulu.

Ditetapkannya secara resmi penangguhan penahan-
an dengan Jjaminan oleh Undang-Undaeng Nomer : 8 Tahun
1981, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP), nampaknya se-
Jalan dengan pendirian pembuat undang-undang tersebut
yang memberikan penghargaan tinggi kepada hak asasi
manusia khususnya hak asasi tersangka atau terdakwa
dalem pemerikesaan suatu perkara pidana. Tersangka atau
terdakwa yang belum tentu bersalah atas tindak pidana
yang didakwakan tidak akan terlalu menderita dan
terampas kemerdekaannya. Untuk itu meka diadakan upaya
untuk mananggulangi terhadap kemungkinan-kemungkinan
yang timbul dalam pelaksanaan penahanan. Upaya terse-
but dalam KUHAP dikenal dengan istilah Yuridisnya se-
bagai “Penangguhan Penahanan Dengan Jaminen®,

Penangguhan penahanan dengan Jjaminan hanya di-

berikan dalam ke jadian tertentu saja dan bukan merupakan

sikap unmum terhadap segala perkara dan tersangka atau
texrdnkwa.
35
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Penangguhan penahanan dengan jaminan bisa di-
berikan kepada tersangka atau terdakwa dengan atau
tanpa jaminan uang atau jaminan orang, hal ini dise-
butkan dalam pasal 31 ayat 1, Undang~Undang Nomer : 8
Tahun 19681, L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP).

Dalam hal ada permohonan penangguhan penahanan
yang dikabulkan, prosedure pelaksanaannya ditetapkan
dalam Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia
Nomer : M.14 PW.07. 03 Tahun 1983, tentang Tambahan
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana,

Pasal 31 Undang-Undang Nomer : 8 Tahun 1981,
L.N - Tahun 1981 Nomer 76 (KUHAP) adalah merupakan
peraturan pokok tentang adanya penangguhan penahanan
dengan jaminan, Kemudian sebagai pegangan normatip
tentang penangguhan penahanan dengan jaminan, dikelu-
arkan peraturan pelaksana Yyang sifatnya obyektip, ya-
itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 27
Tahun 1983, pasal 35 dan pasal 36,

Yang berhak menetapkan besarnya uang jaminan
penangguhan penahanan adalah pe jabat yang berwenang,
dalam hal ini adalah penyidik (POIRI) apabila di ting-
kat penyidikan, penuntut umum (Kejaksaan) apabila di-
tingkat penuntutan dan hakim (Pengadilan) apabila di-
tingkat pengadilan. Dalam hal menetapkan uang jaminan
penangguhan penahanan, pejabat yang berwenang akan
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mempertimbangkan keadaan kehidupan dan kemampuan eko=-

nomi tersangka atau terdakwa, agar lembaga penangguhan
penahanan dengan jaminan ini dapat dimungkinkan untuk
digunakan oleh tersangka atau terdakwa yang mampu mau-
pun yang tidak mampu.

Penangguhan penahanan dengan Jjaminan orang, ya-
itu suvatu penangguhan penahanan yang diberikan kepada
tersangka atau terdakwa atas suatu perjanjian yang di-
buat oleh orang ketiga, yang bertindak sebagai penja-
minnya dengan pejabat yang berwenang. Jaminan dari
orang ketiga tersebut dimaksudkan uwntuk menjamin ter-
laksananya syarat-syarat yang ditetapkan. Penjamin ti-
dak henya eekedar menjamin tetapi Jjuga dituntut untuk
men jaga dan mengawasi tersangka atau terdakwa agar ti-

dak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan.

2, Saran

Mengingat asas praduga tak bersalah serta meli-
hat upaya untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan
dalam penahanan, seyogyanya pe jabat yang berwenang ti-
dak begitu saja mengabaikan, apabila ada pemohonan
penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa.
Namﬁn pe jabat yang berwenang haruslah secermat mungkin
dalam mempertimbangkan permintaan penangguhan penahanan
dari tersangka atau terdakwa, memperhatikan syarat-sya-

rat yang ditentukan undang-undang, keadaan tersangka
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atau terdakwa, tindak pidana yang dilakukan serta si-

tuasl masyarakat setempat. Oleh karena itu lembaga
penangguhan penahanan dengan Jjaminan seyogyanya dila-
kukan secara selektip mungkin., Yang dimaksud dengan
selektip lalah dalam hal teraahgka atau terdakwa di-
hubungkan dengan keadaan subyektip dari yang bersang-
kutan, antara lain reputasi dan kondisi sebelum ter-
sangka atau terdakwa ditahan., Demikian Jjuga selektip
dalam hal perkara atau kasus yang melandasi tersangka
atau terdakwa ditahan, kasus tersebut antara lain ti-
dak terhadap perkara atau kasus yang menimbulkan kere-
sahan masyarakat atau perkara yang menjadi sorotan
masyarakat. Hal itu diperlukan untuk menjaga kewibawa-

an dan citra dari lembaga penangguhan penahanan.
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